
BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR     20    TAHUN2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAII DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang:  a.      bahwa   dalam ran8ha melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Ayat
(3)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Pasal  12  ayat  (3)
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   Serta   Tata   Cara   Perubahan   Rencana
Pembangunan       Jan8ka       Panjang       Daerah,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  dan Rencana Kelja
Pemerintah   Daerah,   serta   Ketentuan   Pasal   264   Ayat   (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan   huruf a, perlu
menetapkan    Peraturan    Bupati    tentang    Rencana    Kelja
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;

Mengingat   :    1.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999 tentang pembentukan
Ptopinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,   Kabupaten   Mimika,   Kabupaten   Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    1999    Nomor    173,    Tambahan    Ifmbaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 3894) ;
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2.      Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus   Bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   I+embaran
Negara Republik  Indonesia   Nomor   4151)  sebagaimana telah
diubah    beberapa    kali    terakhir    dengan    Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi    Papua    (Lembaran    Negara    Republik       Indonesia
Tahun    2021    Nomor    155,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3.     Undang-undang   Nomor   30   Tahun   2002    tentang   Komisi
Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2002   Nomor    137,   Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4250),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang -  undang  Nomor
19   Tahun   2019   tentang  Perubahan   Kedua  atas   Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2019    Nomor    197,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6409) ;

4. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintalian
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor   2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja (I,embaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2022   Nomor   238,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang  Nomor   1   Tahun  2022   tentang  Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan       Irembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6757);

7.     Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6804) ;

8.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata
Cara    Pengendalian    dan    Evaluasi    Pelaksanaan    Rencana
Pembangunan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2006   Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara   Repub]jk
Indonesia Nomor 4663);
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9.     Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata     Cara     Penyusunan     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pelaksanaan    Rencana    Pembangunan    Daerah    (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun 2020-2024;

12.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036),  sebagalmana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor
120  Tahun  2018  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor  157);

13.   Peraturan  Menteri     Dalam  Negeri     Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan     Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   serta   Tata   Cara   Perubahan   Rencana
Pembangunan       Jangka       Panjang       Daerah,       Rencana
Pembangunan LJangha Menengah Daerah,  dan  Rencana Kelja
Pemerintah Daerah;

14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis    Pengelolaan   Keuangan    Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   81   Tahun   2022
tentang   Pedoman   Penyusunan   Rencana   Kerja   Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

16.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimiha  Nomor  2  Tahun  2009
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
Kabupaten Mimika   Tahun  2005-2025;

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3  Tahun  2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten Mimika  Tahun  2020-2024;



-4-

18.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang     Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  2022  Nomor  5)  Noreg  Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah : 05/2022;

19.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSRAN :

Menetapkan :         PERATURAN        BUPATI        TENTANG        RENCANA        KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024.

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.   Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah  yang    memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Mimika.

4.   Perencanaan   Pembangunan   Daerah   adalah    suatu   proses   penyusunan
tahapan  -  tahapan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  unsur  pemang]ni
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang  ada  dalam  rangka  menin8katkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu
lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

5.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Tahun   2005-2025  yang
selanjutnya  disebut  RPJPD   adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan
daerah  Kabupaten  Mimika  untuk  periode  20  (dua  puluh)  tahun  terhitung
sejak tahun 2005 salnpai dengan tahun 2025.

6.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Menegah  Daerah  Tahun  2020-2024  yang
selanjutnya  disebut  RPJMD  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan
daerah Kabupaten Mimika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2020 sampai dengan tahun 2024.

7.   Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

8.   Rencana  Kelja  OPD  yang  selanjutnya  disebut  Renja  OPD  adalah  dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

9.   Kebijakan  Umum  APBD  yang  selanjutnya  disingkat  KUA  adalah  dokunen
yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan  belanja  dan  pembiayaan  serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
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10. Rencana Kelja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD  adalah
dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk periode
1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Mimika adalah:

a.   dokumen   perencanaan   tahunan   Pemerintah   Kabupaten   Mimika   Tahun
Anggaran 2024;

b.   pedoman  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Mimika dalam  menyusun  Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2024;

c.   pedoman   bagi   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Mimika   dalam   menyusun
Kebijakan  Umum APBD Tahun Anggaran 2024;dan

d.   pedoman  bagi  Perangkat  Daerah  dalam  menyempumakan  Renja  Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

(1)    Perangkat   daerah   melaksanakan   program   dan   kegiatan   pembangunan
Tahun Anggaran 2024  dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja masing-
masing Perangkat Daerah.

(2)    Perangkat  daerah  melakukan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program prioritas
pembangunan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Badan    Perencanaan    Pembangunan    Daerah    melakukan    pemantauan    dan
pengendalian program prioritas perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Pasal 5

RKPD  Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024  sebagainana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundan8kan

Agar   setiap   orang  mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 5 Juni  2023

Pj. BUPATI MIMIRA,
ttd

VALENTINUS S.  SUMITO

Diundan9kan di Tinika
Pada tanggal, 5  Juni  2023

H..  SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIRA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 20


